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BAB III 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum Jalur Jalan Lintas Selatan Kalurahan Parangtritis ruas Kretek 

sampai Girijati di Kabupaten Bantul sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum yang di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 

Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014, Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 

39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk 

Kepentingan Umum. 

Mekanisme tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan 

perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan 

penyerahan hasil. 

B. Saran 

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Jalan 

Lintas Selatan Kalurahan Parangtritis ruas Kretek sampai Girijati di 

Kabupaten Bantul tidak adanya kendala. Namun, ada kendala di dalam 
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penyerahan ganti kerugian kepada Pihak yang Berhak dikarenakan pihak 

tersebut tidak diketahui keberadaannya dan alhasil ganti kerugian atas 

tanah itu di titipkan kepada Pengadilan Negeri setempat. Kemudian 

kendala yang berikutnya adalah karena status tanah tutupan yang belum 

jelas kepemilikannya, sehingga keluarga yang memiliki surat kepemilikan 

tanah untuk tanah tutupan berupa letter C hanya mendapat ganti kerugian 

berupa pohon atau tanaman. 

Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mencari keberadaan 

pemilik tanah yang belum diketahui keberadaannya agar ganti kerugian 

atas pengadaan tanah tersebut dapat tersampaikan kepada pihak yang 

berhak menerimanya. Untuk tanah tutupan yang belum jelas, penulis 

menyarakan kepada pemerintah agar mengupayakan kejelasan status tanah 

agar warga yang mempunyai surat letter C atas tanah tutupan tersebut 

menjadi sah kepemilikannya dan warga dapat mendapat kerugian senilai 

dengan tanah mereka yang terkena dampak. Dan dilakukannya 

pemberitahuan informasi yang lebih lengkap mengenai Pengadaan Tanah 

dan juga pembelajaran mengenai Pertanahan kepada masyarakat. 
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